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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

memberi kesimpulan, bahwa: 

a. Isu thrifting merupakan kegiatan pembelian pakaian ataupun barang 

bekas marak terjadi banyak dibicarakan. Beberapa tahun belakangan 

ini Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas 

Indonesia mencapai 37,42 juta dolar AS dalam kuartal III tahun 

2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 264,78 juta 

dolar AS pada September tahun 2022. Indonesia sebagai tempat 

tujuan masuk nya baju impor ilegal masih menjadi masalah sampai 

sekarang. Hal tersebut karena banyaknya pihak yang tidak 

bertanggungjawab melakukan penyelundupan baju bekas impor 

demi kesenanangan pribadi. Banyaknya peedagang impor pakaian 

beekas dari neegara lain kee Indonesia deengan harga di bawah rata-

rata harga baju dalam negeri menyebabkan bertambahnya minat 

banyak konsumen dalam melakukan pembelian juga penjualan 

pakaian bekas ilegal. 

b. Meenteeri Peerdagangan meeneerbitkan reegulasi meengeenai Barang yang 

dilarang Eekspor dan Barang yang dilarang Impor, se esuai yang diatur 

dalam Peermeendag Nomor 40 Tahun 2022 te entang Peerubahan atas 

Peermeendag Nomor 18 tahun 2021. Ada pula Undang-Undang No. 7 

Tahun 2014 yang meembahas teentang peerdagangan. Me encakup 

peerdagangan domeestik maupun luar ne egeeri. Meengeenai peeneerapan  

sanksi  yang  dike enakan  oleeh  peelaku  importir  illeegal  dalam  UU 

Peerdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2, dan Undang-Undang  

Nomor  8  Tahun  1999  Te entang  Peerlindungan Konsumeen juga 

meengatur teentang larangan pe enjualan pakaian atau barang be ekas 

keepada konsumeen.  Hal  ini  te ertuang  pada  pasal  8  ayat  (2)  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ke emeenteerian 

Peerdagangan Reepublik Indoneesia juga melakukan beberapa upaya, 
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diantaranya adalah peengawasan, yaitu deengan meelakukan 

peengeetatan teerhadap arus masuk impor barang, untuk me elindungi 

industri dalam neegeeri deengan meembangun sineergi antar stakeeholdeer, 

peenindakan deengan meelakukan keerja sama antara Keemeendag, 

Direektorat Jeendeeral Beea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, 

Peemprov dan Peemda, seerta Peengkajian Ulang Re egulasi deengan 

meeninjau ulang peeraturan peerundang-undangan teerkait, untuk dapat 

meenyeesuaikan dan meeningkatkan eefeektivitas dari peeraturan teerseebut. 

B. Saran 

Peenulis me embeerikan saran atas peenjabaran keesimpulan diatas yaitu: 

a. Kepada pemerintah untuk meningkatkan peengeetatan peengawasan 

dan peenindakan deengan meelibatkan Keemeendag, DJBC, TNI, Polri, 

Bakamla, Peemprov dan Peemda dalam meenuntaskan masalah impor 

pakaian beekas, disamping itu pemerintah juga diharapkan dapat 

meelakukan eedukasi teerhadap masyarakat me engeenai dampak impor 

pakaian beekas, dan dampak pe enggunaannya. Seerta meelakukan 

Tindakan teegas teerhadap oknum peengimpor dan pe enjual pakaian 

impor beekas. 
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